
BUPATI TABAIONG
PROVINSI KAIJIMARTEN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABAI+ONG
NOMOR 6E  TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAII DAERAII KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT TABALONG BERSINAR

TAHUN ENGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang     :   bchwa untuk melaksanalran ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Dacrah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  04  Tahun  2020   tentang
Penambahan    Penyertaan    Modal    Daerah    Kepada    Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan  Rakyat,  perlu menetapkan Peraturan
Bupati   tentang   Pelaksanaan   Penambahan   Penyertaan   Modal
Pemerintah Daerah Kepeda Perseroan Terbatas Bank Perknditan
Rakyat Tabalong Bersinar Tahun Anggaran 2023 ;

Mengrngat       :    1.    Pasal   18  ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   DaLrurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9),
sebagai     Undang-Undang     {Ijembaran     Negara     Republik
Indonesia   Thhun   1959   Nomor   72,   Tanihahan   Lcmharan
Negara Republik Indonesia  Nomor  1820),  sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tin8kat 1] Tanah
Laut, Daerah Tin8kat 11 Tapin dan Daerah 'Itn8kat 11 Tabalong
Dengan  Mengubah  UndangTundang  Nomor  27  Tahun  1959
tentang Penetapan Undang-Undang Danlrat Nomor 3 Tahun
1953  tentang Pembentuhan Daerah TinBkat 11 di Kalimantan
a-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3.    Undang-Undang  Nomor  7  hahun   1992  tentang  Perhanhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ,
sebagaimana  telah  diubah  bcherapa  kali,  teralthir  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
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4.    Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Thhun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor 2  Tahun  2020  tentang -Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi  CororLa  Vz.ms Diseczse
2019    (Covid-19)    dan/atau    Dalam    Rangka    Menghadapi
Ancalnan   yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/atau   Stabilitas   Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

5.    Undang-Undang      Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),  sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang
Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona   V!."s   Disecrse   2019   (Covid-19)   dan/atau   Dalarn
Rangka     Menghadapi     Ancaman     yang     Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   2020   Nomor   134,  Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6.    Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Tanggung    Jawab    Keuangan    Negara
(Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4400);

7.    Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan
Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2007
Nomor  108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4756),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,
Tanhoahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6573);

8.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia 5234),  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2022   Nomor    143,   Tambahan   I.embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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9.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi
Undang-Undang (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6856).,

10.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Keba  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6856).'

11.   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2022   tentang   Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779) ;

12.   Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757);

13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor6041);

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6173);

15.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12   Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   63    Tahun    2019    tentang
Investasi  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2019   Nomor    166,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

17.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  52   Tahun   2012
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;
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18.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana
elah  diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor
120 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

19.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  94  Tahun   2017
tentang     Pengelolaan     Bank     Perkreditan     Rakyat     Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1375);

20.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21.   Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan   Selatan  Nomor   14
Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Perkreditan  Rakyat  di  Kalimantan  Selatan  Dari  Perusahaan
Daerah    Menjadi   Perseroan   Terbatas    (Lembaran    Daerah
Provinsi    Kalimantan    Selatan    Tahun    2017    Nomor    14,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Kaljmantan  Selatan
Nomor 108);

22.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2020
tentang   Penambahan   Penyertaan   Modal   Daerah   Kepada
Perseroan   Terbatas   Bank   Perkreditan   Rakyat   (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 04) ;

23.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor   10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

24.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran   2023   (I,embaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Tahun 2023 Nomor 11);

25.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun    Anggaran    2023    (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

26.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  56  Thhun  2022  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2022  Nomor  57),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Bupati
Tabalong    Nomor    56    Tahun    2022    tentang    Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor
08);
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27.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  58  Tahun  2023  tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2023   (Berita  Daerah   Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan     :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PELAKSANAAN   PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH  KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK   PERKREDITAN   RARTAT   TABALONG   BERSINAR   TAHUN
ANGGARAN 2023.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.     Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal

daerah   pada   suatu   usaha   bersama   dengan   pihak   ke   tiga,   dan/atau
pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.

5.     Penambahan penyertaan Modal adalah nilai yang menalnbahkan jumlah modal
daerah  pada  suatu  usaha  bersama  atau  pemanfaatan  modal  daerah,  oleh
pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.

6.     Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah lyang dipisahkan) baik berwujud uang
maupun barang.

7.     Bank Perkreditan  Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang  selanjutnya disebut
BPR adalah Perseroan Terbatas dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat
yang sebagian sahamnya diniliki olch daerah.

8.     Perseroan Terbatas Bank perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut pI`. BPR
adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan tentang Perseroan Terbatas.

9.     Perseroan   Terbatas   Bank   Perkreditan   Rakyat   Tabalong   Bersinar   yang
selanjutnya disebut PT.  BPR Tabalong Bersinar adalah hasil merger dari PT.
BPR  Tabalong  Bersinar,   FT.   BPR  Tabalong  Bersinar  Kelua  dan   PT.   BPR
Tabalong Bersinar Muara Uya.

10.   Deviden  adalah  keuntungan  Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat
yang    dibagikan    kepada    para    Pemegang    Saham    secara    proporsional
berdasarkan besamya saham yang dirniliki.

11.   Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
12.   Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB 11
PENIERTRAN MODAL DAERAII

Pasal 2

(1)    Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah kepada PI`.
BPR Tabalong Bersinar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



-6-

(2)   Pembiayaan    Penyertaan   Modal    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)
dibebankan pada Peruhahan APBD Tthun Anggaran 2023.

(3)   Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PI`. BPR
Tabalong Bersinar sampal dengan Tahun 2020  sebesar Rp26.861.200.000,OO
(dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu
-piah).

(4)   Dengan    adanya    Pelaksanaan    Penanbahan    Penyertaan    Modal    Daerah
sebagaimana dimakeud pada ayat {1}, maka jumlah Penyertaan Modal Daerah
kepada PI`.  BPR Tabalong Bersinar sebesar Rp31.861.200.000,00  (tiga puluh
satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Pasal 3

Mekanisme,     prosedur     pencairan     dan     pertanggungiawaban     Pelaksanaan
Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar Tahun
Anggaran  2023  dilaksanakan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

BAB Ill
KErENTUAN RENUTup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulal berlalni pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengLmdangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal  .3'j7   u'=.„<3 3~i   2`-j25

BupATI TABjroNG,

Tip
AINANG SYAKHFIANI

Diundanct=an di Tanjung
pada tanggal  ;27   €t-?:to:^3,3^f   3,'1,`,+: ,3

SEKREIARIS DAERAI+ KABUPATEN TABALONG,

TTD
HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABUPATEN TABAI0NG TAHUN 2023 NOMOR    ,.:::„+


